
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa keberadaan arsip sebagai rekaman

informasi penyelenggaraan administrasi

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

memiliki peranan dan fungsi strategis sebagai

bahan pertanggungjawaban proses administrasi

dan fungsi-fungsi manajemen pemerintah serta

memori kolektif Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa untuk menjamin keterbatasan arsip yang

autentik dan terpercaya, maka penyelenggaran

kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, Badan Usaha Milik Negara,

lembaga pendidikan, Perusahaan dan Perseroan

harus dikelola melalui sistem penyelenggaraan

kearsipan yang komprehensif, terpadu dan

berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang

Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3151);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979

tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999

tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan

Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999

tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen

Perusahaan Ke Dalam Mikro Film Atau Media

Lainnya Dengan Legislasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3913);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5286);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2012 Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah  Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5. Lembaga Kearsipan Kabupaten adalah Lembaga Kearsipan Berbentuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah Kabupaten

yang berkedudukan di Kabupaten.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan

secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum yang

didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

7. Lembaga Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian

dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di

bidang pengelolaan arsip dinamis.

8. Unit Kearsipan adalah unit kerja yang memiliki fungsi, tugas dan

tanggungjawab mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan,

mengendalikan dan menangani pengelolaan arsip statis dan

pembinaan kearsipan.

9. Unit Pengelolaan adalah unit yang melaksanakan tugas pokok dan

fungsi organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan sebagai pencipta dan pengguna arsip in-aktif.

10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara,

Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi

Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam


